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Jakarta, 25 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar kembali sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian 
materiil Pasal 33 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (25/5) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang 
teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herman Dambea yang merupakan WNI berprofesi 
sebagai Komisaris di PT. Radio AL-ADHA Gorontalo. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 33 UU 11/2020 yang 
berbunyi:  

1. Penyelenggara penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 

2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur 
berdasarkan zona/daerah penyelenggara penyiaran yeng ditetapkan dengan perameter tingkat ekonomi setiap 
zona/daerah. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh 
wilayah Indonesia. 

Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa pasal 33 UU Cipta Kerja dalam hal Perizinan Berusaha mengubah 
pengaturan tentang semangat demokratisasi dan desentralisasi dan menguatkan kontrol oligarki pemerintah atas industri 
penyiaran. Hal ini bertentangan dengan dua prinsip iklim media yang demokratis yakni “keragaman konten” dan 
“keragaman kepemilikan”. Roh demokratisasi menghendaki pengelolaan penyiaran dikembalikan sebesar-besarnya bagi 
kemanfaatan rakyat. Untuk itulah pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah 
badan hukum yang indepandent  yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Pasal 33 UU 
Cipta Kerja telah merubah nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) kepada Izin Berusaha. Yang 
artinya bahwa sebuah Lembaga Penyiaran berpotensi besar untuk tidak mendapatkan izin penyiaran atau tidak 
diperpanjang izinnya karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. 

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 33 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersyarat sepanjang tidak dimaknai Perizinan Berusaha yang dimaksud 
dilakukan untuk pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Pembatasan cakupan 
wilayah siaran dan Pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya diversity of content dan diversity of ownership. (LTS) 

Pada sidang sebelumnya yang digelar selasa (27/4) lalu, persidangan ditunda dikarenakan pada saat persidangan baru 
saja dibuka oleh Panel Hakim MK, tiba-tiba terjadi gangguan teknis. Saat salah seorang kuasa Pemohon, Rovan 
Panderwais Hulima menyampaikan pokok permohonan,namun suaranya tidak terdengar jelas, sehingga terpaksa Panel 
Hakim menskors sidang untuk beberapa menit. Setelah skors dicabut, sidang kembali dimulai. Namun, lagi-lagi terjadi 
gangguan teknis. (LTS) 
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